BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A\. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Profil Kecamatan Banjaramasin Tengah

Kecamatan Banjarmasin Tengah merupakan salah satu kecamatan yang berada
di pusat jantung Kota Banjarmasin. Secara karakteristik, wilayah ini merupakan pusat
pergerakan ekonomi, perkantoran, dan perdagangan yang sangat padat. Tingginya
aktivitas masyarakat di wilayah ini menjadikannya ekosistem yang sangat
mendukung bagi pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM),
khususnya di sektor kuliner. Pemilihan Kecamatan Banjarmasin Tengah sebagai
lokasi penelitian didasarkan pada keberadaan wilayah ini sebagai kecamatan dengan
tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Kota Banjarmasin, yakni mencapali
13.366,07 penduduk per kilometer persegi. Kondisi padat ini linier dengan
keberagaman jenis usaha kuliner yang ada, mulai dari pedagang kaki lima, warung
kopi, hingga rumah makan berskala menengah, yang semuanya merupakan target
utama dari kebijakan sertifikasi halal Self Declare dari Kementerian Agama.

2. Luas dan Letak Geografis Wilayah

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banjarmasin tahun
2026, Kecamatan Banjarmasin Tengah memiliki luas wilayah terkecil di antara
kecamatan lainnya, yaitu 6,72 km2. Angka tersebut mencakup 6,82 persen dari total
luas wilayah Kota Banjarmasin. Secara administratif, wilayah ini menaungi 12

kelurahan, yang terbagi ke dalam 26 Rukun Warga (RW) dan 251 Rukun Tetangga
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(RT). Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Banjarmasin Tengah adalah sebagai
berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Banjarmasin Utara

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Banjarmasin Selatan

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Banjarmasin Timur

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Banjarmasin Barat.!

3. Kondisi Demografis dan Tingkat Pendidikan Penduduk

Berdasarkan pendataan tahun 2025, jumlah penduduk di Kecamatan
Banjarmasin Tengah mencapai 89.820 jiwa. Dari total tersebut, komposisi jenis
kelamin terbilang seimbang dengan jumlah penduduk perempuan sebanyak
45.175 jiwa dan laki-laki sebanyak 44.645 jiwa.? Dari aspek tingkat pendidikan,
angkatan kerja di Kota Banjarmasin mayoritas didominasi oleh penduduk dengan
latar belakang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Kondisi demografis
dan tingkat pendidikan ini menjadi salah satu variabel penting dalam penelitian
ini, mengingat proses pendaftaran sertifikasi halal Self Declare menuntut literasi
digital dari para pelaku UMKM untuk mengoperasikan sistem pendaftaran secara
online melalui aplikasi SIHALAL.

4. Peta Perekonomian dan Karakteristik UMKM Kuliner

Mata pencaharian penduduk di wilayah Banjarmasin sangat didominasi oleh
sektor perdagangan dan jasa, dengan masifnya pertumbuhan usaha skala mikro.

Tercatat sepanjang tahun 2025, Pemerintah Kota Banjarmasin menerbitkan 16.221

! Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Tengah Dalam Angka
2026 (Banjarmasin: BPS Kota Banjarmasin, 2026), him. 5.

2 Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin, Kota Banjarmasin Dalam Angka 2026
(Banjarmasin: BPS Kota Banjarmasin, 2026), him. 42.
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Nomor Induk Berusaha (NIB) baru, di mana 15.955 di antaranya merupakan
usaha skala Mikro. Khusus di Kecamatan Banjarmasin Tengah, terdapat 2.193

NIB yang diterbitkan sepanjang tahun 2025.3

B. Penyajian Data

1. Hasil Wawancara Informan

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis secara langsung lakukan dengan
pelaku usaha UMKM di Kecamatan Banjarmasin Tengah. Berikut uraian hasil
wawancara:

a. Hasil Wawancara Informan 1

Nama Inisial : Bapak S
Jenis Usaha : Nasi Kuning dan Aneka Kopi Sachet
Lama Usaha : 17 Tahun

Status Sertifikasi Halal : Belum
Lokasi : Dekat MC COMPUTER BANJARMASIN,
Ps. Lama, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Tanggal Wawancara  : 20 Mei 2026*
Bapak S merupakan pelaku usaha mikro yang telah merintis usaha penjualan nasi
kuning dan aneka kopi saset selama 17 tahun. la menyatakan belum mengetahui

perihal kebijakan sertifikasi halal Self Declare karena tidak adanya petugas yang

3 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota
Banjarmasin, Laporan Tahunan Perkembangan Penanaman Modal dan Perizinan Berusaha Kota
Banjarmasin Tahun 2025 (Banjarmasin: Pemerintah Kota Banjarmasin, 2026), him. 18.

4 Bapak S, Pelaku UMKM, Pasar Lama, 20 Mei 2026.



53

turun ke lokasi dagangnya untuk melakukan sosialisasi. la menyampaikan
keluhannya terhadap cara pemerintah merumuskan aturan dengan menyatakan:

"Pemerintah itu kalau bikin aturan kadang membingungkan orang kecil, ibarat
bayi yang lahir kepala duluan, harusnya mikir matang dulu baru bikin aturan biar
nggak nyusahin."

Terkait standar kehalalan, Bapak S merasa sertifikasi formal belum menjadi
kebutuhan yang mendesak. Keengganan ini dilatarbelakangi oleh kuatnya rasa saling
percaya antar sesama Muslim di lingkungannya.

"Selama 17 tahun saya jualan, pembeli nggak pernah nanya logo halal, soalnya
mereka tahu saya ini orang Islam, jadi otomatis makanannya pasti halal,"
tambahnya.

b. Hasil Wawancara Informan 2
Nama Inisial clbuY
Jenis Usaha : Aneka Pentol Bakar, Sosis Bakar, dan Pentol Daging
Lama Usaha : Sejak Tahun 2017 (9 Tahun)

Status Sertifikasi Halal : Belum
Lokasi : Dekat Siring Lesehan Jagung Bakar, Teluk
Dalam, Banjarmasin Tengah, Gadang, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota
Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Tanggal Wawancara  : 27 Mei 2026°
. Ibu Y yang berjualan aneka pentol dan sosis bakar sejak tahun 2017

menyatakan bahwa dirinya sama sekali tidak mengetahui keberadaan program

5 1bu Y, Pelaku UMKM, Siring, 27 Mei 2026.
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sertifikat halal gratis (SEHATI). la mengaku selama sembilan tahun berjualan,
belum pernah ada petugas yang menyambangi lapaknya. Padahal, ia sendiri
menyadari bahwa bahan baku yang digunakannya rentan terhadap isu kehalalan.
Terkait penundaannya mengurus izin, Ibu Y mengungkapkan:

"Saya tahu sih bahan kayak sosis sama bumbu olesan daging itu rawan dan
harusnya dijamin halalnya. Tapi ya gimana, informasinya nggak ada, petugas yang
dampingi ke pedagang kaki lima juga nggak pernah kelihatan, jadi saya tunda dulu
ngurusnya.”

¢. Hasil Wawancara Informan 3

Nama Inisial : Ibu MS
Jenis Usaha : Soto Banjar, Aneka Sop, dan Sate
Lama Usaha : 5 Tahun

Status Sertifikasi Halal ~ : Belum (Memiliki NIB, namun proses Self

Declare terhenti akibat kendala teknis akses portal/hilang password)

Lokasi : Jalan Kapten Piere Tendean Samping Gg

P&K Seberang Menara Pandang, RT.016/RW.002, Gadang, Kec. Banjarmasin
Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Tanggal Wawancara : 27 Mei 2026°

Berbeda dengan informan sebelumnya, Ibu MS yang telah merintis usaha soto
Banjar selama lima tahun telah mengetahui informasi terkait Self Declare melalui

pelatihan Dinas Kesehatan dan media sosial, serta telah memiliki NIB. Namun,

¢ Ibu MS, Pelaku UMKM, Depan Menara Pandang, 27 Mei 2026.
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proses pendaftarannya terhenti total karena keterbatasan literasi digital setelah
keluarganya yang biasa mengurus administrasi meninggal dunia.

"Kemarin yang ngurusin semuanya itu keponakan saya, tapi dia sudah
meninggal. Sekarang password akun SIHALAL dan emailnya terkunci di laptop
almarhum. Saya ini orang tua yang nggak paham teknologi (gaptek), dan karena
nggak ada petugas yang bantu nerusin, akhirnya proses pendaftarannya berhenti
begitu saja,” jelas Ibu MS.

d. Hasil Wawancara Informan ke 4

Nama Inisial : Bapak A
Jenis Usaha : Gado-Gado
Lama Usaha : 28 Tahun

Status Sertifikasi Halal ~ : Sudah

Lokasi : Dekat Sate ayam dan kambing, JI. Anang

Adenansi, Kertak Baru Ulu, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin,
Kalimantan Selatan

Tanggal Wawancara : 10 Juni 20267

Bapak A adalah pedagang gado-gado yang telah beroperasi sejak tahun 1998 dan
berhasil mendapatkan sertifikat halal tanpa kendala. Hal ini dikarenakan adanya
petugas pendamping yang langsung turun ke lokasi untuk mengambil alih seluruh
proses administrasi pendaftaran. la merasa sertifikat halal ini memberikan manfaat

langsung terhadap segmentasi pasarnya.

7 Bapak A, Pelaku UMKM, Taman Kamboja, 10 Juni 2026.
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"Sertifikat ini kepakai banget buat narik pembeli kelas atas. Biasanya konsumen
yang berduit atau yang turun dari mobil itu sering nanya, 'Pak, gado-gadonya sudah
halal belum?'. Makanya punya sertifikat ini bikin mereka makin percaya dan jadi
langganan,” tutur Bapak A.

e. Hasil Wawancara Informan ke 5

Nama Inisial : Bapak B
Jenis Usaha : Aneka Kue dan Donat
Lama Usaha : 2 Tahun

Status Sertifikasi Halal ~ : Sudah

Lokasi : Dekat maxim hayau terus, JI. Anang

Adenansi No.12, Tlk. Dalam, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin,
Kalimantan Selatan

Tanggal Wawancara : 10 Juni 2026®

Bapak B, pelaku usaha aneka kue dan donat, juga menceritakan pengalaman
positifnya karena seluruh proses sertifikasinya dikawal langsung oleh petugas
pendamping di lokasi. la memandang kepemilikan label halal sangat esensial untuk
menjawab keraguan konsumen terhadap bahan-bahan pembuat kue.

"Jualan aneka kue dan donat itu titik kritisnya banyak, Mas. Pembeli sering
ragu, ini raginya halal nggak? Menteganya dari apa? Nah, dengan adanya sertifikat
halal dari pemerintah ini, keraguan pembeli langsung hilang dan saya juga jualan

rasanya lebih tenang,” ungkap Bapak B.

8 Bapak B, Pelaku UMKM, Taman Kamboja ,10 Juni 2026.
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Matriks  Persepsi  Pelaku

Melatarbelakanginya
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UMKM dan Faktor

yang

Info

0 rman

Persepsi Terhadap Self

Declare

Faktor yang Melatarbelakangi

Bapak S

Belum mengetahui
kebijakan dan menganggap
birokrasi  membingungkan;
belum  melihat  urgensi
sertifikasi formal.

Faktor Eksternal: Kuatnya
kebiasaan masyarakat (‘urf / cultural
trust) yang menganggap pedagang
Muslim otomatis halal; ketiadaan
sosialisasi petugas.

Faktor Internal: Pemahaman titik
Kritis bahan.

IbuyY

Tidak mengetahui
program; memiliki kesadaran
akan titik kritis bahan baku,
namun menunda pengurusan

Faktor Internal: Pemahaman titik
kritis bahan

Faktor Eksternal: Tidak adanya
akses informasi dan petugas
pendamping yang menjangkau lokasi
pedagang kaki lima.

Ibu MS

Mengetahui ~ program
dan menyadari manfaatnya,
namun menganggap sistem
pendaftaran digital sangat
menyulitkan.

Faktor Internal: Keterbatasan
kemampuan literasi teknologi/digital
(capacity gap) pasca hilangnya akses
data.

Bapak A

Menerima dengan
positif; menganggap proses
mudah dan memandang
sertifikat ~ sebagai alat
perluasan pasar

Faktor Internal: Motivasi untuk
meyakinkan segmentasi pasar kelas
menengah ke atas.

Faktor Eksternal: Pendampingan
proaktif atau jemput bola dari petugas
PPH.

Bapak B

Menerima dengan
positif; proses dirasa lancar
dan memandang sertifikat
sangat vital untuk keamanan
transaksi.

Faktor Internal: Kesadaran untuk
menepis keraguan konsumen terhadap
titik kritis bahan kue (ragi, mentega).

Faktor Eksternal: Fasilitasi
pendampingan langsung dari petugas
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PPH.

C. Analisis Data

1. Analisis Persepsi Pelaku UMKM terhadap Sertifikasi Halal Self

Declare

Sebagaimana dikemukakan oleh Jalaluddin Rakhmat®, persepsi merupakan
pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan yang diperoleh melalui
penyimpulan informasi dan penafsiran pesan. Namun, dalam konteks kewajiban
sertifikasi halal, persepsi ini tidak dapat dipisahkan dari teori Kesadaran Hukum
Soerjono Soekanto yang mencakup empat indikator: pengetahuan, pemahaman,
sikap, dan pola perilaku hukum. Berdasarkan temuan empiris di Kecamatan
Banjarmasin Tengah, persepsi setiap pelaku UMKM menampilkan realitas
sosiologis dan tingkat kepatuhan hukum yang berbeda-beda, yang dapat dianalisis
secara spesifik sebagai berikut:

a. Analisis Persepsi Informan 1: Disorientasi Hukum akibat Kuatnya 'Urf

Berdasarkan pemaparan data lapangan, Bapak S yang telah merintis usaha
nasi kuning selama 17 tahun menunjukkan persepsi yang sangat skeptis dan
cenderung apatis terhadap kebijakan Self Declare. Jika dianalisis menggunakan
pisau bedah Teori Persepsi Hukum Soerjono Soekanto, Bapak S mengalami
kegagalan pada tahap paling dasar, yakni indikator "Pengetahuan Hukum®.
Ketiadaan sosialisasi dari aparatur terkait membuat Bapak S sama sekali tidak

mengetahui eksistensi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan

% Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2018, h. 51.
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Produk Halal maupun skema Self Declare. Ketiadaan pengetahuan ini secara linier
merusak indikator kedua, yakni "Pemahaman Hukum", di mana ia menganggap
regulasi pemerintah sebagai sesuatu yang membingungkan dan dianalogikan
seperti "bayi yang lahir kepala duluan.”

Lebih jauh, kegagalan pada aspek kognitif ini bermuara pada "Sikap Hukum"
dan "Pola Perilaku Hukum" yang resisten. Keengganan Bapak S untuk mencari
tahu atau mengurus sertifikasi formal sangat dipengaruhi oleh faktor 'Urf
(Kebiasaan Masyarakat). Dalam ilmu sosiologi, hal ini dikenal dengan istilah
cultural trust (kepercayaan kultural). Selama belasan tahun beroperasi, konsumen
di Kecamatan Banjarmasin Tengah tidak pernah mempertanyakan legalitas halal
produknya karena identitas Bapak S sebagai seorang Muslim dianggap telah
merepresentasikan kehalalan produk tersebut secara otomatis.

Namun, apabila fenomena 'urf ini dianalisis dari kacamata Hukum Ekonomi
Syariah, sikap Bapak S dan kebiasaan masyarakat tersebut tidak dapat dibenarkan
secara mutlak. 'Urf hanya dapat dijadikan landasan hukum apabila tidak
bertentangan dengan dalil syar'i dan mendatangkan kemaslahatan yang pasti. Di
era modern yang rantai pasok pangannya sangat kompleks, sekadar mengandalkan
status Muslim sang penjual tanpa ada verifikasi formal berpotensi menimbulkan
gharar (ketidakjelasan) terhadap bahan baku tambahan yang tidak terlihat secara
kasatmata. Hal ini bertentangan dengan prinsip transparansi perniagaan yang
diamanatkan dalam Surah An-Nisa ayat 29, di mana syarat sahnya transaksi
adalah asas keridaan (‘an taradin). Konsumen Muslim tidak dapat dikatakan

benar-benar rida apabila mereka mengonsumsi produk yang status bebas dari
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najisnya belum terverifikasi secara administratif oleh negara (Ulil Amri). Oleh
karena itu, persepsi Bapak S yang menganggap sertifikasi halal belum mendesak
merupakan bentuk disorientasi kepatuhan hukum, di mana 'urf digunakan sebagai
perisai untuk menghindari tanggung jawab legal dalam melindungi hak konsumen
Muslim (hifzh al-nafs).
b. Analisis Persepsi Informan 2: Ketimpangan antara Kesadaran Syariat dan
Fasilitasi Negara

Berbeda dengan Bapak S, Ibu Y yang merupakan pedagang pentol bakar
menampilkan anomali persepsi yang menarik. Dari kacamata kesadaran hukum,
indikator "Pemahaman Hukum" lIbu Y justru tergolong baik. la secara sadar
mengetahui bahwa bahan baku yang digunakannya, seperti olahan daging sosis
dan bumbu oles, merupakan produk dengan titik kritis kehalalan yang tinggi.
Pemahaman ini sejalan dengan konsep Thayyib dalam konsumsi Islam, di mana
penjual memiliki kesadaran moral bahwa produk daging rentan terhadap
kontaminasi silang sehingga memerlukan penjaminan yang pasti.

Sayangnya, pemahaman hukum vyang baik ini tidak diiringi dengan
"Pengetahuan Hukum™ mengenai prosedur Self Declare. Ketidaktahuan ini
berakibat fatal pada "Pola Perilaku Hukum™ Ibu Y yang akhirnya memilih untuk
menunda pengurusan legalitas usahanya. Analisis sosiologis menunjukkan bahwa
penundaan ini bukanlah bentuk pembangkangan terhadap hukum, melainkan
akibat dari absennya kehadiran negara di sektor informal (kaki lima). Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 secara tegas mengamanatkan negara untuk

memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan bagi UMKM. Namun,
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fakta bahwa tidak pernah ada petugas Pendamping PPH yang menyentuh kawasan
Siring selama Ibu Y berjualan membuktikan adanya implementation gap
(kesenjangan implementasi) dari kebijakan jaminan produk halal di tingkat
daerah. Akibatnya, niat baik pelaku usaha untuk memberikan perlindungan
konsumen Muslim tertahan oleh minimnya pemerataan akses informasi.

c. Analisis Persepsi Informan 3: Capacity Gap dalam Ekosistem Digitalisasi

Hukum

Informan 3, Ibu MS, merepresentasikan realitas yang paling ironis dalam
penerapan kebijakan Self Declare. Secara teori, keempat indikator kesadaran
hukum Soerjono Soekanto, baik Pengetahuan, Pemahaman, maupun Sikap
Hukum, telah terpenuhi dengan sangat paripurna pada diri Ibu MS. la menyadari
pentingnya legalitas, memahami urgensi sertifikasi, dan telah meresponsnya
dengan perilaku hukum awal berupa pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB).

Akan tetapi, kepatuhan hukum (legal compliance) tersebut terpaksa terhenti
secara tragis akibat musibah force majeure (meninggalnya sang keponakan
pemegang akses data) yang memunculkan masalah baru, yakni Capacity Gap
(kesenjangan kapasitas). Kegagalan Ibu MS untuk melanjutkan pendaftaran di
portal SIHALAL membuktikan bahwa sistem hukum yang terdigitalisasi dapat
berubah menjadi hambatan masif bagi pelaku usaha mikro yang gagap teknologi
(rendah literasi digital).

Dalam telaah Hukum Ekonomi Syariah dan Magashid Asy-Syariah,
pembentukan suatu aturan (termasuk Self Declare) seharusnya membawa prinsip

Taisir (memberikan kemudahan) dan bukan Masyaggah (menimbulkan kesulitan



62

yang memberatkan). Sistem SIHALAL yang kaku dan mewajibkan pemulihan
akses secara mandiri melalui e-mail dinilai sangat memberatkan golongan
masyarakat usia lanjut yang tidak memiliki kecakapan teknologi. Kondisi ini
mendesak diperlukannya reformasi pendampingan PPH yang lebih inklusif.
Pendamping PPH tidak seharusnya hanya bertindak sebagai verifikator bahan
baku, melainkan harus hadir sebagai fasilitator teknologi (membantu pemulihan
akun dan unggah data) agar pelaku UMKM seperti Ibu MS tidak kehilangan hak
konstitusionalnya untuk mendapatkan sertifikasi halal gratis akibat keterbatasan
teknis.

d. Analisis Persepsi Informan 4: Pragmatisme Nilai Ekonomi dan

Implementasi Maslahah Mursalah

Bapak A, vyang telah berjualan gado-gado sejak tahun 1998,
merepresentasikan standar ideal dari kepatuhan hukum (legal compliance) dalam
penerapan regulasi Self Declare. Jika dibedah menggunakan empat indikator
Soerjono Soekanto, Bapak A sukses memenuhi seluruh tahapannya secara
sempurna: ia mengetahui aturan, memahami tujuan sertifikasi, memiliki sikap
penerimaan yang positif, dan mengeksekusinya dalam pola perilaku hukum
mendaftarkan usahanya hingga sertifikat terbit.

Namun, yang menjadi temuan menarik secara sosiologis adalah "motif
utama™ di balik kepatuhan hukum tersebut. Persepsi Bapak A dalam menerima
sertifikasi halal tidak didorong murni oleh ketakutan terhadap sanksi negara,
melainkan digerakkan oleh rasionalitas pragmatisme ekonomi. la dengan cerdas

memosisikan sertifikat halal sebagai alat validasi (signaling) untuk merengkuh
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segmentasi pasar kelas menengah ke atas ("pembeli yang turun dari mobil").

Dari kacamata Hukum Ekonomi Syariah, motivasi ini sangat selaras dengan
konsep Maslahah Mursalah (mendatangkan kemanfaatan hukum yang belum
diatur secara eksplisit pada masa lampau). Regulasi Self Declare di sini berfungsi
ganda: di satu sisi menunaikan kewajiban syar'i perlindungan konsumen, dan di
sisi lain memberikan nilai tambah finansial (kesejahteraan/hifzh al-mal) bagi
pelaku usaha mikro. Keberhasilan Bapak A mematahkan asumsi bahwa sertifikasi
adalah beban, justru merubahnya menjadi "modal sosial” yang meningkatkan
keunggulan kompetitif. Kesuksesan ini juga menjadi bukti empiris bahwa
indikator "Pola Perilaku Hukum" sangat bergantung pada faktor eksternal, yakni
intervensi langsung secara proaktif (pendekatan jemput bola) dari petugas
Pendamping PPH yang membebaskan Bapak A dari kerumitan birokrasi digital.

e. Analisis Persepsi Informan 5: Internalisasi Kepatuhan Syariat pada Titik

Kritis Kehalalan

Senada dengan Bapak A, Informan 5 (Bapak B) yang merupakan produsen
aneka kue dan donat juga menunjukkan persepsi dan kepatuhan hukum yang
sangat baik. Namun, berbeda dengan Bapak A yang lebih pragmatis secara pasar,
persepsi Bapak B memiliki akar teologis (kesadaran beragama) yang jauh lebih
dalam terkait pemahaman "titik kritis kehalalan”. Bapak B menyadari secara
penuh bahwa usahanya menggunakan bahan dasar yang rentan, seperti ragi (yang
berpotensi bersumber dari media non-halal) serta mentega (turunan lemak
hewani).

Kesadaran tingkat tinggi ini membuktikan bahwa indikator "Pemahaman
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Hukum" yang dikemukakan Soekanto telah terinternalisasi menjadi kesadaran
moral syariat. Dalam Hukum Ekonomi Syariah, ketidaktahuan atas sumber bahan
baku dapat menjerumuskan penjual maupun pembeli pada transaksi yang
mengandung gharar (ketidakjelasan) dan syubhat (keragu-raguan). Kehadiran
sertifikat halal Self Declare yang dimiliki Bapak B bertindak sebagai instrumen
hukum formal untuk melenyapkan gharar tersebut.

Dengan memajang sertifikat halal, Bapak B telah mengimplementasikan
pesan esensial dari Surah Al-Bagarah ayat 168 mengenai perintah mengonsumsi
yang "halal lagi baik (thayyib)". Sertifikasi halal memberikan thuma ninah
(ketenangan spiritual) bukan hanya bagi konsumen yang memakan produknya,
tetapi juga bagi Bapak B selaku produsen yang menerima uang hasil penjualan
tersebut. Proses pendaftaran yang dirasa lancar oleh Bapak B sekali lagi
mengonfirmasi hipotesis bahwa mekanisme Self Declare hanya akan berhasil dan
efektif jika diiringi dengan fasilitasi pendampingan PPH yang maksimal di
lapangan.

2. Analisis Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terbentuknya

Persepsi Pelaku UMKM

Persepsi hukum pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal Self Declare tidak
terbentuk dalam ruang hampa, melainkan dikonstruksi oleh interaksi yang sangat
kompleks dari berbagai variabel sosiologis. Berdasarkan pengakuan langsung dari
para informan di lapangan, faktor-faktor yang melatarbelakangi persepsi pelaku
UMKM di Kecamatan Banjarmasin Tengah dapat diklasifikasikan ke dalam

dimensi internal dan eksternal, dengan uraian sebagai berikut:
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a. Faktor Internal: Literasi Digital, Pemahaman Titik Kritis, dan Rasionalitas
Ekonomi

Faktor internal bersumber dari kapasitas kognitif, motivasi, dan kondisi
psikologis di dalam diri pelaku usaha itu sendiri. Terdapat tiga elemen pendorong
utama yang ditemukan dalam penelitian ini:

(1). Tingkat Literasi Digital (Kemampuan Mengoperasikan Teknologi)
Regulasi Self Declare sangat bergantung pada sistem pendaftaran terintegrasi
secara daring (SIHALAL). Hal ini menjadi kendala besar bagi informan usia
lanjut. Sebagaimana pengakuan langsung dari Ibu MS: “Saya ini orang tua yang
nggak paham teknologi (gaptek), dan karena nggak ada petugas yang bantu
nerusin, akhirnya proses pendaftarannya berhenti begitu saja.” Pernyataan ini
secara empiris membuktikan terjadinya capacity gap (kesenjangan kapasitas).
Sistem online yang kaku dipersepsikan sebagai tembok birokrasi yang mematikan
langkah mereka, sehingga niat baik untuk patuh hukum menjadi terhambat oleh
rendahnya literasi teknologi.

(2). Kesadaran dan Pengetahuan terhadap Titik Kritis Kehalalan Produk
Pemahaman mengenai kerentanan bahan baku menjadi motor penggerak internal
yang sangat kuat. Hal ini dikonfirmasi oleh pengakuan Bapak B: “Jualan aneka
kue dan donat itu titik kritisnya banyak, Mas. Pembeli sering ragu, ini raginya
halal nggak? Menteganya dari apa? Nah, dengan adanya sertifikat halal, keraguan
pembeli langsung hilang.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa kesadaran akan
adanya unsur syubhat memicu motivasi internal yang positif. Pemahaman

terhadap syariat membuat pelaku usaha secara proaktif mencari kepastian hukum
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demi menjaga integritas produknya.

(3). Rasionalitas Ekonomi dan Target Segmentasi Pasar

Kebutuhan untuk berekspansi merupakan faktor internal yang membentuk
sikap pragmatis. Pengakuan Bapak A secara tegas memvalidasi hal ini: “Sertifikat
ini kepakai banget buat narik pembeli kelas atas. Biasanya konsumen yang berduit
atau yang turun dari mobil itu sering nanya, Makanya punya sertifikat ini bikin
mereka makin percaya.” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Bapak A secara
sadar memosisikan sertifikat halal sebagai business need (kebutuhan bisnis).
Keinginan untuk meraup keuntungan ekonomi dari segmentasi pasar kelas
menengah ke atas ini mempermudah proses internalisasi hukum negara ke dalam
perilaku dagang.

b. Faktor Eksternal: Pengaruh Kebiasaan Masyarakat (‘Urf), Kinerja

Pendamping PPH, dan Belum Meratanya Bantuan Pemerintah Daerah

Faktor eksternal merupakan dorongan atau pengaruh yang berasal dari
lingkungan sosial dan birokrasi di sekitar pelaku usaha. Faktor-faktor ini nyatanya
sangat menentukan mau atau tidaknya pedagang mendaftar sertifikasi halal:

(1). Pengaruh Kebiasaan Masyarakat (‘Urf) dan Rasa Saling Percaya
Pengaruh paling besar dari lingkungan sosial adalah tingginya rasa saling percaya
antar sesama Muslim (cultural trust). Fenomena ini dibenarkan oleh pengakuan
Bapak S: “Selama 17 tahun saya jualan, pembeli nggak pernah nanya logo halal,
soalnya mereka tahu saya ini orang Islam, jadi otomatis makanannya pasti halal.”
Pernyataan ini menegaskan kuatnya hegemoni ‘urf di masyarakat. Kebiasaan

sosial yang turun-temurun ini nyatanya berbenturan dengan aturan hukum positif,
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sehingga melahirkan persepsi di kalangan pedagang kecil bahwa legalitas formal
dari negara “belum terlalu penting” karena sudah mendapatkan legitimasi lisan
dari konsumennya.

(2). Kinerja dan Cara Pendekatan Pendamping PPH

Faktor yang sangat menentukan berubahnya pedagang dari yang awalnya
ragu menjadi mau mendaftar adalah kehadiran Pendamping Proses Produk Halal
(PPH). Dari hasil wawancara, terlihat jelas bahwa kepatuhan pedagang sangat
bergantung pada bantuan petugas. Pendamping PPH yang menggunakan cara
jemput bola atau datang langsung ke lokasi (seperti yang dialami Bapak A dan
Bapak B) terbukti berhasil membuat pedagang merasa pengurusan sertifikat itu
mudah. Sebaliknya, pedagang yang tidak pernah didatangi petugas (seperti Bapak
S dan Ibu Y) cenderung menunda-nunda pendaftaran.

(3). Belum Meratanya Fasilitas dari Pemerintah Daerah

Pada tingkat birokrasi, sikap ragu pedagang kaki lima dipengaruhi oleh
absennya instrumen penegak hukum (Pendamping PPH) di lapangan. Hal ini
secara gamblang dikeluhkan oleh Ibu Y: “Saya tahu sih bahan kayak sosis sama
bumbu olesan daging itu rawan Tapi ya gimana, informasinya nggak ada, petugas
yang dampingi ke pedagang kaki lima juga nggak pernah kelihatan, jadi saya
tunda dulu ngurusnya.” Pernyataan Ibu Y menjadi bukti nyata terjadinya
implementation gap (kesenjangan pelaksanaan) dari Peraturan Wali Kota
Banjarmasin Nomor 37 Tahun 2025. Tidak meratanya distribusi fasilitasi negara
ke sektor pedagang informal di pinggir jalan membuat kewajiban sertifikasi halal

kehilangan daya ikatnya dan memicu terjadinya penundaan kepatuhan hukum.
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3. Tinjauan Magqgashid Asy-Syariah Terhadap Pelindungan Konsumen
Muslim dalam Kebijakan Self Declare

Kebijakan sertifikasi halal Self Declare di Kecamatan Banjarmasin Tengah
apabila ditinjau menggunakan pisau analisis Magashid Asy-Syariah (tujuan-tujuan
luhur syariat) memiliki korelasi yang sangat erat dengan upaya perlindungan
terhadap kemaslahatan umat manusia. Dalam konteks temuan lapangan, ragam
persepsi pelaku UMKM mulai dari yang skeptis hingga yang proaktif memberikan
dampak langsung terhadap upaya penegakan dua unsur pokok Magashid Asy-
Syariah, yaitu pemeliharaan jiwa (hifzh al-nafs) dan pemeliharaan harta (hifzh al-
mal).

Pada tataran pemeliharaan jiwa (hifzh al-nafs), syariat menuntut setiap
Muslim untuk menjaga dirinya dari konsumsi barang yang diharamkan atau
meragukan (syubhat). Data empiris dari Ibu Y (penjual pentol) dan Bapak B
(penjual kue) menunjukkan bahwa produk kuliner di jalanan memiliki titik kritis
yang rentan terhadap kontaminasi silang. Pelaku usaha yang mengabaikan
sertifikasi halal karena berlindung di balik kebiasaan (‘urf) tanpa mau melakukan
verifikasi administratif, secara tidak sadar berpotensi mencederai prinsip hifzh al-
nafs ini. Konsumen Muslim yang membeli produk tanpa kepastian komposisi
bahan tambahan sangat berisiko menelan unsur yang tidak thayyib. Oleh karena
itu, kehadiran instrumen hukum Self Declare yang difasilitasi oleh negara (Ulil
Amri) sejatinya merupakan perwujudan dari konsep sadd al-dzari‘ah (menutup
jalan menuju kerusakan), yakni upaya pencegahan sistematis agar masyarakat

terlindungi secara sah dari bahaya produk yang tidak jelas kehalalannya.
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Pada tataran pemeliharaan jiwa (hifzh al-nafs), syariat menuntut setiap
Muslim untuk menjaga dirinya dari konsumsi barang yang diharamkan atau
meragukan (syubhat). Data empiris dari Ibu Y (penjual pentol) dan Bapak B
(penjual kue) menunjukkan bahwa produk kuliner di jalanan memiliki titik kritis
yang rentan terhadap kontaminasi silang. Pelaku usaha yang mengabaikan
sertifikasi halal karena berlindung di balik kebiasaan ('urf) tanpa mau melakukan
verifikasi administratif, secara tidak sadar berpotensi mencederai prinsip hifzh al-
nafs ini. Konsumen Muslim yang membeli produk tanpa kepastian komposisi
bahan tambahan sangat berisiko menelan unsur yang tidak thayyib. Oleh karena
itu, kehadiran instrumen hukum Self Declare yang difasilitasi oleh negara (Ulil
Amri) sejatinya merupakan perwujudan dari konsep sadd al-dzari‘ah (menutup
jalan menuju kerusakan), yakni upaya pencegahan sistematis agar masyarakat
terlindungi secara sah dari bahaya produk yang tidak jelas kehalalannya.

Lebih jauh, regulasi Self Declare ini seharusnya menjadi representasi nyata
dari asas taisir (kemudahan) dalam Hukum Ekonomi Syariah, sebagaimana
diamanatkan dalam QS Al-Bagarah ayat 185. Negara merancang mekanisme ini
menjadi gratis dan mudah agar pelaku UMKM terhindar dari masyaqgah
(kesulitan yang memberatkan). Namun, berkaca pada kasus Ibu MS yang
prosesnya terhenti total akibat kehilangan akses akun digital SIHALAL pasca
meninggalnya sang keponakan, asas taisir ini terbukti belum tercapai sepenuhnya
secara empiris. Digitalisasi hukum yang kaku justru menciptakan masyaqgah baru
bagi golongan masyarakat rentan (usia lanjut dan minim literasi digital). Hal ini

menegaskan bahwa untuk mencapai Maqashid Asy-Syariah secara kaffah,
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kebijakan Self Declare harus diiringi dengan fleksibilitas dan kehadiran manusia
(petugas) sebagai pemberi jalan keluar, bukan sekadar mengandalkan sistem
mesin semata.

4. Efektivitas Peraturan Pemerintah dan Kebijakan Daerah dalam

Mendorong Kepatuhan Hukum UMKM

Dari sudut pandang sosiologi hukum, keberhasilan suatu peraturan tidak
hanya diukur dari bagusnya isi undang-undang tersebut di atas kertas, melainkan
dari sejauh mana hukum itu hidup dan dipatuhi oleh masyarakat. Menggunakan
tolak ukur Teori Efektivitas Hukum dari Soerjono Soekanto, implementasi
regulasi jaminan produk halal di Kecamatan Banjarmasin Tengah masih
menunjukkan ketimpangan yang cukup tajam akibat tidak berjalannya kelima
faktor penegakan hukum secara serempak.

Faktor pertama dan kedua, yakni faktor hukum dan penegak hukum,
memegang peranan yang paling vital. Secara aturan (faktor hukum), kebijakan
Self Declare sudah dirancang sangat memudahkan. Namun, pada tataran penegak
hukum (Kkinerja aparatur dan Pendamping PPH), terjadi disparitas di lapangan.
Data menunjukkan bahwa efektivitas hukum di sektor pedagang kaki lima sangat
bergantung pada metode kerja petugas. Ketika petugas PPH menjalankan
pendekatan "jemput bola" secara proaktif mendatangi lapak Bapak A dan Bapak
B, kepatuhan hukum langsung tercipta dengan sangat efektif. Sebaliknya, ketika
petugas absen dari kawasan Siring (Gadang), pelaku usaha seperti Bapak S dan
Ibu Y sama sekali tidak tersentuh oleh aturan ini. Hal ini membuktikan bahwa

hukum positif di tingkat akar rumput belum memiliki daya ikat secara mandiri
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tanpa adanya pengawasan dan intervensi langsung dari penegaknya.

Ketimpangan ini semakin diperparah oleh faktor ketiga dan keempat, yakni
sarana atau fasilitas dan kondisi masyarakat. Meskipun Pemerintah Kota
Banjarmasin secara regulatif telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Nomor 37
Tahun 2025 tentang Standar Biaya Umum yang memuat anggaran fasilitasi
sertifikasi halal, dana atau fasilitas tersebut (implementation gap) nyata-nyata
belum terdistribusi merata hingga ke sektor pedagang informal di pinggir jalan.
Ketidakhadiran sarana fisik dan sosialisasi ini berbenturan dengan kondisi
masyarakat (pedagang mikro) yang mayoritas memiliki tingkat literasi digital
yang rendah.

Terakhir, efektivitas hukum ini juga terhambat oleh faktor kebudayaan
masyarakat lokal. Kebudayaan cultural trust atau rasa saling percaya bahwa
"makanan yang dijual oleh sesama Muslim sudah pasti halal” telah membudaya
dan menjadi 'urf yang mengakar kuat. Budaya ini menciptakan benteng sosiologis
yang membuat pedagang merasa pengakuan dari masyarakat jauh lebih cukup
dibandingkan pengakuan tertulis dari negara. Akumulasi dari tidak maksimalnya
kinerja penegak hukum, tidak meratanya fasilitas daerah, rendahnya literasi
digital, dan kuatnya kebudayaan saling percaya ini pada akhirnya melahirkan
persepsi penundaan dan sikap apatis, yang membuat penerapan kewajiban
sertifikasi halal belum berjalan efektif secara komprehensif di Kecamatan

Banjarmasin Tengah.
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5. Transformasi 'Urf (Kebiasaan) menuju Maslahah Mursalah dalam
Ekosistem Halal

Analisis terhadap persepsi pelaku UMKM di Kecamatan Banjarmasin
Tengah memunculkan satu dialektika hukum yang sangat menarik, yakni benturan
antara ‘'urf (kebiasaan masyarakat) dengan Maslahah Mursalah (kebijakan
administratif negara). Sebagaimana ditemukan pada informan Bapak S yang telah
berjualan nasi kuning selama 17 tahun, serta Ibu Y yang berdagang pentol sejak
tahun 2017, keduanya merasa belum memiliki urgensi untuk mengurus sertifikat
halal karena berlindung di balik cultural trust (rasa saling percaya). Masyarakat di
Kecamatan Banjarmasin Tengah memiliki ‘urf bahwa makanan yang dijual oleh
pedagang Muslim sudah merepresentasikan kehalalan secara otomatis.

Dalam kacamata Hukum Ekonomi Syariah, 'urf memang dapat dijadikan
salah satu sumber hukum (al-'adah muhakkamah), namun dengan syarat mutlak:
tidak boleh bertentangan dengan kemaslahatan yang lebih besar dan dalil yang
gath'i. Di era modern, ‘urf kepercayaan komunal ini mulai kehilangan
keandalannya akibat kompleksitas industri pangan. Oleh karena itu, kebijakan
sertifikasi halal Self Declare hadir sebagai wujud nyata dari Maslahah Mursalah.

Kebijakan ini diambil oleh Ulil Amri (pemerintah melalui BPJPH) murni
untuk menolak kemudaratan (daf'u al-mafasid) yang mungkin timbul dari
ketidaktahuan pedagang kecil terhadap titik kritis bahan baku campuran yang
mereka gunakan sehari-hari. Persepsi Bapak S dan Ibu Y yang menganggap
aturan ini "menyusahkan” atau "belum perlu” merupakan bentuk resistensi

sosiologis karena mereka belum menyadari bahwa Maslahah Mursalah berupa
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sertifikat resmi sesungguhnya memberikan kepastian hukum yang jauh lebih kuat
dan abadi dibandingkan sekadar 'urf atau kepercayaan lisan semata. Transformasi
persepsi dari sekadar mengandalkan ‘urf menuju penerimaan Maslahah Mursalah
inilah yang menjadi tantangan terbesar bagi penyelenggaraan jaminan produk
halal di sektor informal.
6. Klasifikasi Motif Kepatuhan Hukum Pelaku UMKM (Analisis
Sosiologis Herbert C. Kelman)

Selain melihat ada atau tidaknya kesadaran hukum, kedalaman analisis
sosiologi hukum juga mengharuskan peneliti untuk membongkar "motif" di balik
perilaku kepatuhan (legal compliance) tersebut. Menggunakan pisau analisis Teori
Tahapan Kepatuhan Hukum dari Herbert C. Kelman, respons dan persepsi kelima
informan UMKM di Kecamatan Banjarmasin Tengah dapat diklasifikasikan ke
dalam tiga level kepatuhan secara hierarkis:

(a). Kegagalan pada Tahap Compliance (Kepatuhan Ekstrinsik Dasar)

Tahap compliance adalah level kepatuhan paling dasar, di mana subjek
hukum patuh hanya karena adanya pengawasan, ancaman sanksi, atau harapan
imbalan fasilitas. Pada kasus Bapak S dan Ibu Y, tahap compliance ini mengalami
kegagalan total. Keduanya tidak mengurus Self Declare karena tidak adanya
stimulus ekstrinsik dari negara: tidak ada petugas yang melakukan razia (sanksi),
sekaligus tidak ada Pendamping PPH yang datang memberikan edukasi dan
fasilitas pendaftaran gratis (imbalan). Akibatnya, hukum positif mengenai
kewajiban bersertifikat halal tidak memiliki daya ikat apa pun bagi mereka di

lapangan.
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(b). Kepatuhan Pragmatis pada Tahap Identification

Tahap identification terjadi ketika pelaku usaha mematuhi hukum karena
dorongan untuk menjaga identitas, prestise, dan hubungannya dengan kelompok
tertentu di masyarakat. Analisis terhadap Bapak A (pedagang gado-gado)
menunjukkan manifestasi yang sangat sempurna dari tahap ini. Persepsi positif
Bapak A terhadap sertifikat halal digerakkan oleh identifikasi usahanya terhadap
segmentasi pasar kelas menengah ke atas—yang ia istilahkan sebagai pembeli
"yang berduit atau turun dari mobil". Bapak A menyadari bahwa kelompok
konsumen ini memiliki awareness (kesadaran) halal yang kritis. Oleh karena itu,
la patuh mendaftarkan usahanya bukan sekadar karena takut sanksi, melainkan
karena ingin mengidentifikasi warung gado-gadonya sebagai entitas bisnis yang
higienis, legal, dan terpercaya bagi konsumen elite tersebut.

(c). Kepatuhan Substantif pada Tahap Internalization

Tahap tertinggi dalam sosiologi hukum adalah internalization, yakni ketika
nilai-nilai hukum negara telah menyatu dengan keyakinan moral dan spiritual
individu. Tahap ini dicapai oleh informan Bapak B (produsen aneka kue dan
donat). Berbeda dengan kepatuhan Bapak A yang bermotifkan segmentasi pasar,
kepatuhan Bapak B murni didasarkan pada internalisasi nilai syariat.
Pemahamannya yang mendalam terhadap titik kritis kehalalan produk bakery
(seperti ragi dan mentega) membuatnya merasa memiliki tanggung jawab moral
untuk memberikan ketenteraman bertransaksi bagi konsumennya. Sertifikat halal
tidak lagi dipandang sebagai selembar kertas birokrasi, melainkan sebagai bentuk

pertanggungjawaban vertikal kepada Tuhan agar rezeki yang diperoleh terbebas
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dari syubhat.

Di sisi lain, Ibu MS (penjual soto Banjar) sebenarnya telah mencapai tahap
internalization secara mindset, ia sangat ingin patuh dan telah memiliki NIB.
Sayangnya, kondisi force majeure (ketiadaan akses teknologi pasca meninggalnya
sang keponakan) membuat kepatuhan substantif tersebut gagal tereksekusi di
portal SIHALAL. Hal ini menjadi preseden empiris bahwa tahap internalization
sekalipun dapat rontok jika negara tidak menyediakan infrastruktur hukum yang

ramah terhadap keterbatasan literasi digital masyarakat usia lanjut.



